
 

161 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdul Wahab, Solichin, 2001.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan Negara, Jakarta:Bumi Aksara 

Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu). Jakarta: Rajawali Pers. 

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta. 

Althaus, Catherine, et al. 2012. Australian Policy Handbook, Australia:Allen & 

Unwin,. ProQuest Ebook Central. 

Badjuri, A. danTeguh Y.2002.Kebijakan Publik Konsep & Strategi,Semarang:Undip 

Press. 

Crossfield,L &Byrner. 1994. Review of The EvaluationFunction in DEET Australian 

Government Pub.Service. 

Donahue, Johns dan Zeckhauser. 2011. Collaborative Governance.. Princeton New 

Jersey. (e-book): Princeton University Press. 

Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press  

_______________.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.Cetakan 

kelima. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.. 

Dye, Thomas R.1978. Understanding Public Policy, Prentice Hall, N.J: Englewood 

Cliffs. 

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.Jakarta: PT. Jakarta. Raja 

Grafindo Persada. 

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Hamidi.2004. Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian.Malang: UMM Press  

Harahap, Rodi Dohar. 2011. “BUMD diantara Ranah Hukum Publik dan Korporasi”, 

Jakarta: Makalah Asbanda. 

Hayat,(Ed).2018. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Edisi 

Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.  

Herabudi.2016. Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: 

Pustaka Setia.  

Hiaricj. Eric dan Agus Pramusinto(Ed).2014. Mozaik KebijakanPublik di Indonesia 

2014. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.  



162 

 

 

 

Islamy, M.I. 2014. Definisi dan Makna Kebijakan Publik. ADPU4410/ Modul 1 

Universitas Terbuka Repository. 

Jones.1996.Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) TerjemahanRicky Ismanto. 

Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 

Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: 

Kencana. 

McConnell, Allan. 2015. Kebijakan dan Adminstrasi Publik..New South Wales: 

Australia..E Book 

Moleong, Lexy .J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Moran, Michael dan Martin R, Goodin.2015.Handbook Kebijakan Publik. Bandung: 

Nusa Media. 

Munandar, Haris,  1997, Ekonomi internasional jilid 1, 2  Author:  Salvatore, 

Dominick; Edisi: ed. 5.  Jakarta: Erlangga 

Muryanto, Yudho Taruno, 2017. Tata Kelola BUMD. Malang: Intrans Publishing. 

Ndraha, Taliziduhu.1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia, Jakarta: 

Bumi Aksra. 

Nugroho,Riant.2012.PublicPolicy.Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo. 

2017. Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, 

Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik,Kimia Kebijakan 

Publik, edisi 6. Jakarta: Alex Media Komputindo. 

Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy First 

Update Supplement (e-book). New York: Taylor and Francis Group. 

Subarsono, A. G (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

__________.2014. Analisis Kebijakan Publik.Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan 

Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. 

Sugiono (2009).Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta  

Suwitri, Sri.2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. (e-book). Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 

Toha, Miftah.2008. Ilmu Administrasi Publik Kontenporer. Edisi Pertama. Jakarta: 

Prenadamedia Group.  

Tohirin. 2013.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Rajawali Press 

 



163 

 

 

 

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada.  

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses 

KebijakanPublik. Malang: Bayumedia Publishing  

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Medpress  

_____________2012. Teori  dan  Proses Kebijakan. Yogyakarta: Media Pressindo. 

_____________2014.  Kebijakan  Publik:  Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus.  

CetakanKedua.: Jakarta: PT Buku Seru. 

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Laporan Resmi 

Biro Perekonomian. 2009.Anggaran Dasar PT. Balairung Citrajaya Sumbar. 

BAPELITBANG. 2019. Kajian Keberlangsungan Hotel Balairung. Padang: 

BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Barat.  

MAP UNAND.2018. Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 

Padang: Program Pascasarjana MagisterAdministrasi Publik FISIP UNAND. 

Kementerian Dalam Negeri RI.2017.Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia 

Nomor 54 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Jakarta.  

__________________________2018.Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota 

Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.  Jakarta. 

__________________________2018.Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 

TentangRencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan 

dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Jakarta. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2009.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah 

PT.Balairung Citrajaya Sumbar. 

_______________________________2011.Peraturan Daerah  Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 14 tahun 2011 Tentang PerubahanPeraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik 

Daerah PT.Balairung Citrajaya Sumbar. 

_______________________________2019.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 



164 

 

 

 

Jurnal, Proceeding, dan Karya Ilmiah Lain 

Akbar, Firyal.2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju 

Utara). Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 

pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476.  

Amdanata, DD,dkk 2019. Implementasi Asas Transparansi Good Corporate 

Governance pada BUMD di Indonesia. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 154-

161.Website:www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP.Email: 

novbiz@polbeng.ac.id. 

Amela, SN.2017. Evaluasi Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pada PT. 

Tanjungpinang Makmur bersama tahun 2015-2016. Naskah Publikasi.FISIP 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang. 

Ansori, EL. 2013.Analisis Kebijakan Penataan BUMD di Kabupaten Bangka Barat. 

FISIP UPPBJ-UT. Serang. 

Arifin, Samsul.  2016. Kajian Penyelenggaraan Informasi Publik (Studi Evaluasi 

Program Desiminasi Informasi di Dishubkominfo Kab.Bangkalan Tahun 2012-

2015) (Tesis). ADLN Perpustakaan Univ. Surabaya: Airlangga.  

Azre, Ilham Aldelano, 2017, Analisis Good Corporate Governance (GCG) Pada 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus PT 

Grafika Jaya Sumbar),(JAKP) Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. II 

Nomor 3, April 2017 ISSN: 2301-4342. 

Bintari, Antik. Landrikus Hartarto SP.2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) 

Mass Rapid Transit(MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmu 

Pemerintahan. CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016. 

Budhisulistyawati, Ambar,  dkk.2015. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Daerah (Bumd) Persero Untuk  Mewujudkan  Prinsip Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik.Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015. 

Engkus. 2015.Kajian Evaluasi Kinerja BUMD di Kota Bandung. Laporan Penelitian. 

FISIP UIN Sunan Gunung Jati. Bandung. 

Harefa,Mandala. 2010. Pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah diProvinsiSumatera 

Barat, Nusa TenggaraBarat,dan Kalimantan Selatan. Dalam Jurnal  Kajian 

DPR-RI Vol.15No.2Juni2010. 

Miftahudin. 2009.Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 

2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang 

( Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota 

Semarang ). Tesis. Pascasarjana FISIP Unversitas Diponegoro. Semarang.  

Muhiddin, Amir. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima 

Dana Desa di Kabupaten Gowa. Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Negeri 

mailto:novbiz@polbeng.ac.id


165 

 

 

 

Makasar. 

Ramdhani & Ramdhani. 2017.Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal 

Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 

Riyanto, Budi. Evaluasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan 

Pelestarian Alam.UI - Tesis.Jakarta. 

Kamaludin, Rustian, 2000, “Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka 

peningkatan perekonomormian daerah” Makalah disajikan pada saat rapat 

koordinasi BUMD di Depdagri. 

Purwanto, Erwan Agus. 2019. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  Ilmu 

Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah 

Mada Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif Dalam Memenangkan 

Persaingan di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex And Ambiguous). 

Yogyakarta. 

Santosa, Dwi Budi. (2011). Kebijakan Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Jawa Timur.Dalam Jurnal Aplikasi  Manajemen Unibraw Vol. 9 No. 2 

Maret 2011.pp. 525-534. 

Situmeang,Desrywani. 2014.Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Asistensi 

Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Padang Tahun 

2012.Tesis. Universitas Andalas. Padang. 

http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/14161. 

Setiawan dkk. 2008. Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan : Studi Empirik pada 

PDAM Kota Surakarta : laporan Penelitian. Surakarta. Institute Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah. 

Suhartono. 2011. Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD. Studi BUMD di 

Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. 

Kajian Vol.16. No.1, Maret 2011.Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan 

Informasi Sekretariat Jendral DPR RI.Jakarta. 

Suroso,Agus. 2007. Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten 

Purbalingga.PERFORMANCE:Vol.6 No.1 September 2007:(p.33–51). 

Taruno YM dan Djuwityastuti.2014. Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. Yustisia 

Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014. UNS. Surakarta. 

 

Website Resmi dan Lain-Lain 

Mario Sofia Nasution. Berita Antara Sumbar, Rabu 30 Maret 2019. Padang. 

Prabowo, Hadi.2019.BUMD Sumber Pendapatan Daerah Bukan 

Sebaliknya..https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/23372/Sekjen-

Kemendagri-BUMD-Sumber-Pendapatan-Daerah-Bukan-Sebaliknya. (Diakses 

20 Juni 2020). 

http://scholar/


166 

 

 

 

Rahardjo, D. B., Yasir, M. (2019). Mendagri: BUMD Merugi Dihapus Saja [WWW 

Document]. JPNN.com. URL https///www.jpnn.com/news/mendagribumd-

merugi-dihapus-saja (accessed 20.01.21). 

Rinaldi Munaf. Berita Antara Sumbar, Rabu 30 Maret 2019. Pakar Akuntansi Unand. 

2019. 

  _____________Berita Haluan Sumbar, Rabu 30 Maret 2019. Pakar Akuntansi Unand. 

2019. 

 ______________Berita Harian Haluan.com. 02 Januari 2019. 

https://www.harianhaluan.com/news/detail/72464/tak-bermanfaat-lebih-baik-

tutup-usut-tuntas-hotel-balairung 

Umay, 2019. KPK Berikan Atensi Tiga BUMD Kepri Yang Terus Merugi [WWW 

Document]. kumparan.com. URL https///kumparan.com/kepripedia/kpkberikan-

atensi-tiga-bumd-kepri-yang-terusmerugi-1rMhI4A9HC6 (accessed 20.01.21). 

 

https://www.harianhaluan.com/news/detail/72464/tak-bermanfaat-lebih-baik-tutup-usut-tuntas-hotel-balairung
https://www.harianhaluan.com/news/detail/72464/tak-bermanfaat-lebih-baik-tutup-usut-tuntas-hotel-balairung

